




Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon.

Terhadap 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan, berkedudukan di 
Jalan Gajah Mada Kel.Lakambau Kec.Batauga Kab.Buton Selatan 
Sulawesi Tenggara. Selanjutnya disebut sebagai ----------------- Termohon. 

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi 
perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon 
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan, berdasarkan 
Keputusan KPU Kabupaten Buton Selatan Nomor 716 ten tang Penetapan 
Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati 2024 
bertanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 
Desember 2024 Pukul 00.32 WITA. 

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa Pasal 157 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­
Undang Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
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Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah 
diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 
85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya 
harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara 
tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah 
Konstitusi"; 

b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan
perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2024;

c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon
Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara
perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur /Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa Pasal 157 Ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 ten tang Tata Beracara dalam
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota,
(PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya
dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja
terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan
oleh KPU /KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
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2. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon
sebagaimana di uaraikan pada tabel 4.1 di atas, selisih perolehan suara
antara pemohon dengan pasangan calon nomor urut 2 (dua) adalah
se bagai beriku t

Tabet 4.2. 
No. Nama Pasangan Caton Perotehan Suara 
2. Muhammad Adios, S. Sos 17.681 

La Ode Risawal, S.H 
3. Ali Adi, S.Pd 14.242 

La Ode Rusyamin, S.K.M., M.Si 
Jumlah selisib suara 3.439 

(Berdasarkan tabel 4.2 di atas, selisih antara Pemohon dengan Pasangan 
Calon Nomor Urut 02 (dua) adalah sebanyak 3.439 (tiga ribu empat 
ratus tiga puluh sembilan) suara; 

3. Bahwa menurut Pemohon, adanya selisih perolehan suara Pemohon
sebagaimana dimaksud dalam tabel 4.2 di atas, dikarenakan terdapat
pelanggaran-petanggaran Terstruktur, Sistema tis, dan Massif (TSM)
yang terjadi dari sejak awal sampai dengan selesainya pelaksanaan
pemilihan calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Buton Selatan,
pelanggaran yang di maksud diantaranya sebagai berikut:

a. Terdapat penambahan pemilih dalam formulir Daftar Pemilih
Tambahan (DPK) di TPS 002 Desa Burangasi Kee. Lapandewa. Dalam
Formulir DPK tersebut terdapat kejanggalan yang mana terdapat nama­
nama pemilih yang terdaftar dalam DPK yang berdomisili di tern pat lain.
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